
BUPATI   CIREBON
PROVINSI  JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR        :  000.7.2.6/Kep.    27.  -Diskominfo/2024
LAMPIRAN   :  1  (Satu) Lembar

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS  KOMUNIKASI  DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

Menimbang            :   a.      bahwa berdasarkan ketentuan pasal 273  Undang-
Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan  Daerah  bahwa  Perangkat  Daerah
perlu  membuat  Rencana  Kerja yang  berpedoman
kepada  Renstra  Perangkat  Daerah  yang  memuat
program,  kegiatan,  lokasi,  dan  kelompok sasaran
yang  disertai  indikator  kinerja  dan  pendanaan
sesuai dengan tugas dan fungsi setiap  Perangkat
Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan
rancangan RKPD;

b.      bahwa     berdasarkan     ketentuan     Pasal      125
Peraturan    Menteri    Dalam    Negeri    Nomor    86
Tahun   2017   tentang   Tata   Cara   Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan  Peraturan Daerah
tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang
Daerah    dan    Rencana    Pembangunan    Jangka
Menengah   Daerah,   serta  Tata  Cara  Perubahan
Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Tim
Penyusun    Rencana    Kerja    Perangkat    Daerah
ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;

C.

iij;¥;a:tb::a::::iiip;a:t::::ja::a;:bang:t:k:o|:i:Ei;ii;Fe;riE
Mengingat               :    1.      Undang-Undang  Nomor   14  Tahun   1950  tentang

Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan  Propinsi  Djawa  Barat  (Berita  Negara
Repu blik       Indonesia       tanggal       8       Agu stu s
Tahun   1950)  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Undang-Undang  Nomor  4   Tahun   1968   tentang
Pembentukan      Kabupaten      Purwakarta      dan
Kabupaten        Subang        dengan        mengubah
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun   1950  tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan    Propinsi    Djawa    Barat    (Lembaran
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2.

Negara      Republik      Indonesia      Tahun       1968
Nomor 31,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang
Sistem     Perencanaan     Pembangunan     Nasional
( Lembaran         Negara         Repu blik         Indone sia
Tahun   2004   Nomor   104,   Tambahan   I,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.       Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia         Tahun         2014         Nomor         244,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5587)  sebagaimana telah diubah  beberapa
kali,    terakhir    dengan    Peraturan    Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022
tentang  Cipta  Kerja  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun  2022                              Nomor  238,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6841);

4.      Peraturan   Pemerintah   Nomor    18   Tahun   2016
tentang   Perangkat    Daerah    (Lembaran    Negara
Republik    Indonesia   Tahun    2016    Nomor    114,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor  5887)  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan   Pemerintah   Nomor   72   Tahun   2019
tentang   Perubahan   Atas   Peraturan   Pemerintah
Nomor  18 Tahun  2016  tentang Perangkat Daerah
( Lembaran         Negara         Repu blik         Indonesia
Tahun   2019   Nomor   187,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia   Nomor 6402);

5.      Peraturan    Pemerintah    Nomor   2    Tahun    2018
tentang   Standar   Pelayanan   Minimal   (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun  2018  Nomor 2,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6178) ;

6.      Peraturan   Pemerintah   Nomor    12   Tahun   2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara      Republik      Indonesia      Tahun      2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran  Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

7.      Peraturan   Pemerintah   Nomor    13   Tahun   2019
tentang  Laporan  dan  Evaluasi   Penyelenggaraan
Pemerintah   Daerah   (Lembaran   Negara  Republik
Indonesia   Tahun   2019   Nomor   52,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia             Nomor
6323);

8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan   Pencapaian   Tujuan   Pembangunan
Berkelanjutan      (Lembaran      Negara      Republik
Indonesia     Tahun 2017 Nomor  136);
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9.

10.

Peraturan    Menteri    Dalam    Negeri    Nomor    80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia     Tahun
2015   Nomor   2036)   sebagaimana   telah   diubah
dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor
120    Tahun    2018    tentang    Perubahan        Atas
Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015    tentang    Pembentukan    Produk    Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia     Tahun
2018 Nomor  157);

Peraturan    Menteri    Dalam    Negeri    Nomor    86
Tahun   2017   tentang   Tata   Cara   Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan  Peraturan Daerah
tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang
Daerah    dan    Rencana    Pembangunan    Jangka
Menengah   Daerah,   serta  Tata  Cara  Perubahan
Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan   Rencana   Kerja   Pemerintah   Daerah   (Berita
Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2017   Nomor
1312);

11.    Peraturan    Menteri    Dalam    Negeri    Nomor    90
Tahun  2019  tentang  Klasifikasi,  Kodefikasi,  dan
Nomenklatur    Perencanaan    Pembangunan    dan
Keuangan     Daerah     (Berita     Negara     Republik
Indonesia    Tahun    2019        Nomor    1447)    junto
Kepu tusan            Menteri            D alam            Negeri
Nomor    050-5889    Tahun    2021    tentang    hasil
Verifikasi  dan  Validasi  Pemutakhiran  Klasifikasi,
Kodefikasi,      dan      Nomenklatur      Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12.    Peraturan    Menteri    Dalam    Negeri    Nomor     18
Tahun    2020    tentang    Peraturan    Pelaksanaan
Peraturan   Pemerintah   Nomor    13   Tahun   2019
tentang  Laporan   dan   Evaluasi   Penyelenggaraan
Pemerintahan   Daerah   (Berita   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

13.    Peraturan    Menteri    Dalam    Negeri    Nomor    77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan     Daerah     (Berita     Negara     Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor  1781);

14.    Peraturan    Menteri    Dalam    Negeri    Nomor     17
Tahun    2021     tentang    Pedoman    penyusunan
Rencana  Kerja  Pemerintah    Daerah  Tahun  2022
(Berita   Negara   Republik  Indonesia  Tahun   2021
Nomor  1781);

15.    Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cirebon  Nomor  12
Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan
Perangkat  Daerah  Kabupaten  Cirebon  (Lembaran
Daerah      Kabupaten      Cirebon      Tahun      2016
Nomor   12)   sebagaimana   telah   diubah   dengan
Peraturan   Daerah   Kabupaten   Cirebon   Nomor   1
Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan
Daerah       Kabu paten       C irebon       Nomor        12
Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan
Perangkat  Daerah  Kabupaten  Cirebon  (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021  Nomor 1);
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16.    Peraturan Bupati Cirebon Nomor  143 Tahun 2023
tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas
dan  F`ungsi  serta  Tata  Kerja  Perangkat  Daerah
Kabupaten   Cirebon   (Berita   Daerah   Kabupaten
Cirebon Tahun 2023 Nomor 143 );

17.    Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor  11  Tahun  2024
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Cirebon    Tahun    2025    -    2026    (Berita   Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor  11).

Memperhatikan     :    1.       Surat  Edaran  Bupati  Cirebon  Nomor  000.7.2.4/
323/Bappelitbangda   tanggal   30   Januari   2024
tentang   Pedoman   Penyusunan   Penyempurnaan
Rancangan     Awal     Renja     Perangkat     Daerah
Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

:    Membentuk  Tim   Penyusun   Rencana   Kerja   Dinas

¥£hmuunnfka2S62gand::fg°:FatfgfisuKnaabnupa±eenqnsj:t::a

feeee:ra#gtp::sEaa:nn:upbaft:;;n=£:tugdafa[aFerprsaa¥£:rfnydaanr:
:    :iEakspuedn¥:3:ndiktEemncKaE8ATUKebr:£tug::bua#aiE?na

a.   ]¥:onr8#amspE#£:£t   dan     mengolah     data    dan

1)  data hasil evaluasi pelaksanaan  Renja Dinas
tahun sebelumnya.

2'd¥a:E3dfe:r:k!|inptEiissuti:2k:o:k:i:r#j:f:!fferf.I:::a:s:

nasionalnya.
3)  data   capaian    realisasi   indikator    Standar

§§:8:S;/:%alis=a¥:ii¥:Ena:nr:g:E:ngi:¥:in:isfaik;e{[:§J:#udas¥
proyeksinya.

b   g::ri%8;i[¥:Ea:±gi:;d:g#e:=:pg=:#a¥§i|:n§:£b:a¥tfg:e:ri:gia;n;§i

peraturan daerah, peraturan bupati) yang terkait

§u::::£paogkfo:knudraunsp%e:i::#?¥ai:nat:hanpyeann8ganm8egnajraadn£
C    g:eE:d£:a]ufia=ataoukumpeentu::¥§::[aTe%]€g::::e:r]|!1:tdan

daerah dan dokumen rencana perangkat daerah;
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

d.   EeerFguDsi¥:safr%nmdfn¥£;jsa£ Ei= [Pnef%yiEsai]Pka:encana

e.    menyusun rancangan awal Rencana Kerja Dinas
Komunikasi dan Informatika Tahun 2025;

f   §§ej]:in:a:::aik::§:akgfe§nii§:§rEia::si:;i¥ij:I:n!]§jie;n:£;a:E:i

9.   gfennaysu£:EUE£¥:cs:EEann[nfokrh±:t£E:nTcaahnuan 2Koe2rj;;
dan

h.8|oe±:kmueknaRepnecnagnefftae`:I?anppeer=Xg£:tn3naekreabh±iakan

i:ife¥£yE:%:ri:|sEaa¥dLi:yk%g#:L#Eak=apspL::fi?:n::i:o:rmu:n¥t]%L£
Dalam  hal  hasil  verifikasi  sebagaimana  dimaksud
pada  Diktum  KETIGA  ditemukan  hal  yang  perlu
disempurnakan,     Bappelitbangda     menyampaikan
saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan
akhir   Renja   Dinas,   maka   Tim   Penyusun   harus
memperbaiki    dan    menindaklanjuti    rekomendasi
dimaksud.

g;:pey:at.uns:¥:::EAIEu:I:::n:En:?:klie4Paakd2aAp!EeiipbEapnaig:
:    ¥£et8tuat#££#. Bupati  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal

Ditetapkan di   Sumber
pada tang8al    14 prei  2®24

BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan:
1.Yth. Kepala     Badan      Perencanaan     Pembangunan,    Penelitian    dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan

lnformatika Tahun 2025.
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LAMPIRAN   :   KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR       :  000.7.2.6/Kep.  27®   -Diskominfo/2024
TANGGAL   :   14  If.i  2024
TENTANG   : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA

DINAS KOMUNIKASI  DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM   PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS  KOMUNIKASI  DAN INFORMATIKA

KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

I Penanggungjawab Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

I1 Ketua Tim Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika

Ill Sekretaris Perencana Ahli Muda

IV Kelompok Kerja
Pokja I  Literatur dan Dokumen Perencanaan Pembangunan terkait
Koordinator Kepala Bidang Teknologi dan Informatika
Anggota

I

Pranata Komputer Ahli MudaI

Pokja 11  Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan
Koordinator Kepala     Bidang     Statistik,      Persandian     dan

B-Goverrrmerit
An88Ota 1.  Kepala Seksi Statistik

2.  Kepala      Seksi      Aplikasi      Keamanan      dan
Persandian

Pokja Ill  Analisis Data dan Narasi Tiap Bab dalam Renja Perangkat
Daerah

Koordinator Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
An88Ota Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda

BUPATI CIREBON,

IMRON
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'          PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Sunan  I)rajat No.15 Telp. (0231 ) 8330580
Wcbsitc :

e-mail  :  diskominfo({3',cjreb{}Lik€ib.g{..id

SUMBER                                                                 45611

NOTA DINAS

Kepada
Dari
Tanggal
Nomor
Si fat
Lampiran
Hal

Yth. Bapak Bupati Cirebon
Kepala Dinas Komunikasi dan lnformatika Kabupaten Cirebon
22 Maret 2024
0.0.0.7.2.6 / 380 / Sekret
Penting
1  (satu) set
Permohonan kesediaan menandatangani Keputusan Bupati tentang Tim
Penyusun Renja Dinas Komunikasi dan lnformatika Kabupaten Cirebon
Tahun 2025

Disampaikan   dengan   hormat,   bahwa   berdasarkan   lntruksi   Menteri   Dalam   Negeri

Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi

Daerah  Dengan  Periode  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  Berakhir  Pada

Tahun  2024,   perangkat  daerah   perlu  menyusun  rencana  kerja  tahunan  perangkat  daerah.

Maka  dari  itu,  Dinas  Komunikasi  dan  lnformatika  Kabupaten  Cirebon  perlu  membentuk  Tim

yang bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai Rencana Strategis (Renstra).

Sehubungan dengan hal tersebut,  kami mohon perkenan Bapak untuk menandatangani

Keputusan  Bupati tentang Tim  Penyusun  Renja  Dinas  Komunikasi  dan  lnformatika  Kabupaten

Cirebon Tahun 2025. (terlampir)

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan lnformatika
Kabupaten Cirebon ,

BAMBANG SuDARYANTO. SH..  MH.
Pembina Tk.  I

NIP.19781024 2006041015

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik yang djterbitkan oleh Badan  Sertifikat Elektronik (BsrE),  BSSN


